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KABUPATEN MALANG
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TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/20/KEP/35.07.04 1/2021

TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PADA SEKRETARIATDEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARISDEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

a.bahwa

lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Menimbang sehubungan dengan adanya mutasi pegawai di

Kabupaten Malang dan adanya perubahan Peraturan Bupati

Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan

Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor

22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian

Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, malka Keputusan

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021 tentangS

Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Penerima

Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2021,perlu

untuk disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan atas

Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang Nomor: 188.4/20/KEP/35.07.041/2021

tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

Penerima Tambahan Penghasilan pada Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran



2021 dengan Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat 19991. Undang-Undang Nomor

Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

28 Tahun tentang

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 15 T'ahun 2004 tentang Pemeriksaan4
Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
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tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara,

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil;

11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
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scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

15.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Dacrah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2020

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2021;

17.Peraturan Bupati Malang Nomor 229 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, serta

Tata KerjaSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 126 Tahun 2019 tentang

KelasJabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
19.Peraturan Bupati Malang Nomor 207 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun

Anggaran 2021;

20. Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri

Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang,

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2021 tentan8

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8

Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan

kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Malang
21. Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Malang Nomor:
188.4/20/KEP/35.07.04 1 /2021

tentang Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil

Penerima Tambahan Penghasilan pada SekretariatDewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun

Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATUJ Perubahan atas Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Malang Nomor:

188.4/20/KEP/35.07.04 1/2021 tentang Pegawai Negeri Sipil dan

Calon Pegawai NegeriSipil Penerima Tambahan Penghasilan pada

SekretariatDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang

Tahun Anggaran 2021
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KEDUA Perubahan atas Keputusan Sekretaris Dewan PerwakilanRakyat

daerah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU adalah pada Lampiran sehingga keseluruhan Lampiran

harus ditulis dan dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Keputusan ini.

Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan
dan berlakuKETIGA

surutsejak tanggal 1 Juli 2021.

Ditetapkandi Kepanjen

pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DPRD KABUPATÉN MALANG

BAGUS SULISTYAWAN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Sdr. Kepala Badan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SumberDaya
Manusia Kabupaten Malang

Bagian
Daerah

5. Sdr. Kepala
Sekretariat

Malang.

Organisasi

Kabupaten



liH
N



N



N

il U



U

a16.1


